BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141 /Kep. 183 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
141 /Kep. 29/2023 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA MUKAI HILIR KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

SIULAK MUKAI
BUPATI KERINC],

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa menetapkan “Kepala Desa memegang
jabatan selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu Perubahan atas Keputusan
Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 29/2023 tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu
Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai, yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci ;

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856):



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor
12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
Sebagaimaa Telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nmor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diatas
dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);

Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 29/2023
tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar
Waktu Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai, yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci ;



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
100.3.5.5/2625/SJ Tanggal 5 Juni 2024 Hal Penegasan
Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.
29/2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Antar Waktu Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
untuk Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai Sdr.
SYAFARUDDIN, SH Kepala Desa Mukai Hilir Kecamatan
Siulak Mukai Kabupaten Kerinci dan diberikan Penambahan
Masa Jabatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
Yang berlaku.

KETIGA : Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang dimaksud
Dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati Ini Sampai
Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Definitif Sebelumnya
Dengan Perhitungan Selama 8 (Delapan) Tahun Terhitung
Mulai Tanggal Pengambilan Sumpah Janji Kepala Desa
Definitif Sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal |$ JeLr 2024

PJ. BUPATI KERINCI,

it

ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

Gubernur Jambi di Jambi.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.

Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.

Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.

Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).

Camat Siulak Mukai di Mukai Pintu.

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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